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PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:
Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Honorer (di MTSN 1
Kendari), Pendidikan Strata |, tempat kediaman di Kota Kendari
sebagai Pemohon I.
Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai
Pemohon Ii;
Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai Para
Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret
2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor
50/Pdt.P/2023/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk
menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan pernikahan pada
tanggal 23 Maret 2010, di Desa Lawey (kediaman Orang tua Pemohon II),
Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi
Sulawesi Tenggara, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nahkoda
dan wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon Il atas nama M. Tayeb,

sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Kasman dan
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Subardin dengan mas kawin 30 (tiga puluh) pohon kelapa dan disaksikan oleh
segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus Jejaka dengan usia
Pemohon | yaitu 23 tahun dan Pemohon Il berstatus Gadis dengan usia
Pemohon Il yaitu 20 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang
anak yang masing-masing bernama:

4.1. anak, lahir pada tanggal 23 Maret 2012;

4.2. anak, lahir pada tanggal 13 Desember 2014;

4.3. anak, lahir tanggal 11 Juli 2016;

4.4. anak, lahir tanggal 27 Februari 2019;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memilki hubungan
semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon
mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para
Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon
mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 23 Maret 2010, di Desa Lawey (kediaman Orang tua Pemohon II),
Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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SUBSIDER
= Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya ( ex a quo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
terkait permohonannya untuk disyahkan perkawinannya berdasarkan hukum
Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471081704880003

tanggal 18 April 2012 an. Muh. Munagis yang dikeluarkan oleh Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah

dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 74710357059910005

tanggal 10 September 2018 an. Suharmin yang dikeluarkan oleh Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah

dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);

B.
Saksi:
1. Saksi |, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah
telah menerangkan ha-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
perkawinan tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan
Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan
oleh imam bernama Nakoda dengan wali nikah bapak kandung
Pemohon Il bernama M. Tayeb;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di rumah

orangtua Pemohon Il pada hari Jum’at pukul 13.00 WITA,;
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- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi masing-masing bernama Kasman dan Subardin;
- Bahwa Pemohon | saat proses akad nikah telah mengucapkan
ijjab Kabul di hadapan imam dan wali nikah dan saksi-saksi dengan
mahar berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa;
- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
perawan saat akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat
hubungan kekeluargaan baik dari garis nasab, semenda maupun
sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Saksi Il, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA.,
pekerjaan Karyawan Tambang OSS., tempat tinggal di Kota Kendari,
dibawah sumpah telah menerangkan ha-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung P1;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal
23 Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan
kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan oleh
imam bernama Nahkoda dengan wali nikah bapak kandung Pemohon
Il bernama M. Tayeb dengan saksi-saksi nikah adalah Kasman dan
Subardin;
- Bahwa Pemohon | telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan
imam dan wali nikah dan saksi-saksi saat proses akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat
hubungan kekeluargaan baik dari garis nasab, semenda maupun
sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan para Pemohon pada
pokoknya adalah para Pemohon memohon untuk disyahkan perkawinannya
yang telah dilaksanakan tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan
Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan oleh imam Nahkoda dengan
wali nikah bapak kandung Pemohon Il M. Tayeb yang disaksikan oleh Kasman
dan Subardin dengan mahar berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut,
berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah
apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon
tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun
dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P2 (fotokopi kartu tanda penduduk)
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan para Pemohon secara
administratif tercatat sebagai penduduk Kota Kendari, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285
R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi- dalam
hal ini adalah orang tua dan paman Pemohon |l serta telah disumpah, sehingga
telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal
175 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah fakta yang dilihat dan dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut
telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi para
Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya tanggal 23
Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe
Kepulauan yang dilaksanakan oleh imam bernama Nahkoda dengan wali
nikah bapak kandung Pemohon Il M. Tayeb;

- Bahwa Pemohon | telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan
wali nikah serta 2 (dua) saksi dengan mahar berupa 30 (tiga puluh) pohon
kelapa;

- Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik dari
garis hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga hingga
dikarunia 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak
diketemukan fakta perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il melanggar
ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada
Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan
perkawinan harus ada :
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a) calon suami ;

b) calon isteri;

c) wali nikah ;

d) dua orang saksi ;
e) ijab dan kabul.

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan
kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi
Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai
berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

ar> g )l caini s9call LB9g nle ains lgd wagan I5lS
Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang
perempuan Yyang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas
pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz Il sebagai berikut :

227 ol UL alsldl asdUWl L8] Judys
Artinya :

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh,
menurut gaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at
Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon | dan Pemohon Il menurut hukum
harus dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang

dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey, Kecamatan

Wawonii Selatan, kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu

rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis
tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1444
Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H. Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan | Rp 20.000,00

c. Redaksi Rp 10.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp240.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

abrwd
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



